BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penanggulangan tindak pidana

penipuan online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota

Yogyakarta, serta berangkat dari dua rumusan masalah utama yang telah

dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan tindak pidana penipuan online
yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Y ogyakarta hingga saat ini belum
mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
Penanganan perkara yang dilakukan mengalami hambatan berupa pola
penanganan yang bersifat represif memerlukan waktu lama. Hambatan
muncul karena koordinasi lintas lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan
dan pihak perbankan masih terikat regulasi ketat serta birokrasi panjang.
Kondisi ini membuat penyidik kepolisian tidak dapat memperoleh barang
bukti/alat bukti digital secara cepat dan mengakibatkan korban
kebingungan dan tidak memperoleh kepastian mengenai kapan laporan
selesai dan terungkap, selain itu Korban sedikit mendapat informasi terkait
bagaimana penyelidikan berlangsung dan teknis pengembalian kerugian
yang menjadi harapan utama selain pengungkapan pelaku. Situasi ini
menyebabkan korban harus bolak-balik menuju kantor polisi dan

menanggung biaya transportasi tambahan tanpa mengetahui kapan laporan
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dapat diungkap dan kerugian dapat dipulihkan. Hal ini membuat hak-hak
korban tidak terpenuhi secara maksimal dan berimplikasi pada tidak
terwujudnya perlindungan hukum secara optimal dalam proses
penanganan perkara penipuan online.

Penanggulangan tindak pidana penipuan online yang mampu menjamin
perlindungan hukum bagi korban adalah yang dapat mengaplikasikan teori
tujuan hukum untuk menjamin kemanfaatan, kepastian hukum dan
keadilan kedalam penerapan regulasi yang berlaku dalam hal
penanggulangan tindak pidana penipuan online selain itu, penanggulangan
juga harus dapat di aplikasikan terhadap pelayanan terhadap masyarakat
yang menjadi Korban tindak pidana penipuan online. Kondisi ini
menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara
simultan, sehingga berdampak pada terjaminnya perlindungan korban,

pemulihan kerugian, dan pemberian sanksi yang efektif bagi pelaku.
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B. Saran

Berdasarkan temuan kesimpulan diatas, menghasilkan beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1.

Bagi Satreskrim Polresta Yogyakarta, disarankan meningkatkan
pemahaman teknis terhadap penanganan tindak pidana penipuan online,
mencakup penguasaan keahlian digital forensik serta kemampuan
memberikan pendampingan yang informatif dan komunikatif kepada
korban agar korban memperoleh perlindungan hukum yang optimal dari
segi pemahaman akan informasi penanganan laporan tindak pidana
penipuan online yang dialami. Perlu dilakukan evaluasi terhadap
kelemahan aturan dan mekanisme kerja sama antar lembaga, terutama
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan pihak perbankan.
Regulasi yang kaku mengenai kerahasiaan data nasabah sering
menghambat proses pembuktian dan pelacakan pelaku dalam ranah
penyelidikan awal.

Penanggulangan penanganan tindak pidana penipuan online diharapkan
mampu menerapkan prinsip-prinsip pada teori tujuan hukum guna
mewujudkan perlindungan hukum bagi Korban dari segi prinsip
Kemanfaatan hukum dapat diwujudkan melalui upaya preventif dengan
melakukan pemetaan wilayah masyarakat yang melaporkan tindak pidana
penipuan online dan selanjutnya melakukan penyuluhan tentang literasi
digital kepada masyarakat, sehingga manfaat yang akan didapat adalah

meminimalisir banyaknya korban bertambah dan meningkatkan ilmu
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literasi digital pada masyarakat, selain itu prinsip kemanfaatan dapat
diwujudkan juga melalui upaya Pre-emtif dengan kepolisian yang
mengedepankan  pendampingan  psikososial ~ tentang  hukum,
pemberitahuan perkembangan perkara secara berkala untuk mencegah
reviktimisasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan Otoritas Jasa
Keuangan dalam pelayanan takedown cepat terhadap konten atau akun
penipu serta pembekuan rekening diduga pelaku untuk mengamankan aset
hasil penipuan sehingga manfaat bagi Korban adalah merasa tenang akan
aset yang dirampas oleh penipu dapat dibekukan dan selanjutnya
dilakukan upaya-upaya hukum untuk mengembalikan kerugian dan
mempermudah penyelidikan awal. Adapun dalam penanggulangan yang
bersifat represif harus menerapkan prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan
yang tercermin dari regulasi antara Penyidik Kepolisian dengan pihak
esternal yang membantu upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
penipuan online yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Perbankan
memiliki regulasi ketat dan belum efektif dalam penegakkan hukum yang
berimplikasi pada tidak terwujudnya perlindungan hukum bagi Korban
maka dari itu perlu di evaluasi dengan merekomendasikan penyusunan
nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama lintas lembaga yang
memberikan dasar hukum bagi pembukaan data dan koordinasi cepat yang
dapat diwujudkan dengan gelar perkara bersama dalam penanganan
perkara tindak pidana online saat penyelidikan awal dengan tujuan

mempermudah proses penyidikan dan penetapan tersangka. Pengaturan
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teknis yang lebih fleksibel dan terukur menjadikan proses penyelidikan
dan penyidikan efektif tetap berpedoman pada prinsip perlindungan data
pribadi serta hak-hak korban. Kondisi diatas apabila dapat berlangsung
secara kontinuitas maka dapat mewujudkan prinsip Kepastian Hukum dan
Keadilan dengan output penegakkan hukum yang tuntas dan mampu

memberikan perlindungan hukum bagi Korban.
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